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• 

Me~imbang a. bahwa perkembangan penduduk dan 
pembangunan di Ke c amac an Wiradesa, 
Kecamatan Kedungwuni dan Kecamatan 
Sragi, menyebabkan meningkacnya 
fungsi dan peranan Perwakilan 
Kecamatan pada ketiga Kecamatan 
tersebut; 

b. bahwa dala~ rangka meningkatkan 
penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pernba nquria n da n 
pelayanan masyarakat seca r e 

I 

BUPATI PEKALONGAN, 

DENGAN RAHHAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEMBENTUKAN KEC.AM.ATAN WONOKERTO, 
KECAMATAN K.ARANGDADAP DAN KECAMATAN SIWALAN 

KABUPATEN PEKALONGAN 

TENT ANG 

PERATlJRAN DAER.A.t-l K.ABUPATEN" PEKALONGAN 
NOMOR 13 TA.HUN 2001 

LEMBARJI..N DAERAH K.ABUPATEN ?EKALONGAN 
TAHUN 2001 NOMOR 25 
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. 
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 

ten tang Pemerintahan Daer ah 
(L@mbaran Negara Tahun 1999 ~ nor 
60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pernbentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah, 

2. Undang-undang Nemer 9 Tahun 1965 
ten tang Pembentukan KabupaLen 
Daerah Tingkat II Batang dengan 
Mengubah Undang-undang Nomor 13 
Tahun 1950 tentang 'Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dal am 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nemer 
52, Tambahan Lembara.n Negara Norr.or 
2757); 

be1j~ya guna dan berhas11 guna, 
maka dipandang perlu meningkatkan 
status Perwakilan Kecamatan 
Wiradesa di Wonc,kerto Kulon, 
Perwakilan Yecamacar1 Kedungwuni d! 
Karangdadap, dan Perwakilan 
KecamaLan Sragi di Pait menjadi 
.. ..,,..'l-1tt n de t i n i c i f , 

• c. buhwd ~esuaj Und~ng-un<lang N mor 
2:? Ta hun ! 9n9 t~nta:1~ Per.e1 1 nt 4h 
Da e r a h , rna k a r""'mhr->nt.\~!.:an 1<:e- !g 
Kec arnac an tersebut perlu d Lt e t ap> 
kan dalam Peraturan Daerah; 

• 
I 

1 . 

M"ngingaL 
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Nomor 
1984 

Daer ah 

• 

Tn hun 20"' Le.: n:..dnCi Ke ... • r. ng .. n 
Pemerincah dan Kewenclngan Pror,1nzi 
sebagai Daerah Otonom (Lembaran 
negara Tahun 2000 Nam, r S'l, Tambc'.l 
han Lembaran Negara Nomor 3452); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 
Tahun 2000 tencang Pedoman 
Organisasi Perangkac Dae rah 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
165} ; 

7. Keputusan Presiden Nomor '14 Tahun 
1999 tentang Teknik Penyusunan 

• Peracuran Perundang-undangan dan 
Bentuk Rancangan Undang .md a nq , 
Rancangan Peraturan Pemerintah dan 
Rancangan Kepucusan.Presiden ; 

8 Keputusan Menteri Oalam Negeri 
Noinor 4 Tahun 2000 tcntang Pedoman 
Pembentukan K~camatan, 

9. Keputusan Gubernur Kepala 
T ... ngkat I Jawa Tengah 
138/99/1984 tanggal 23 Mei 

I 
I . 

i-J mo r Pn"'n ..- • -t -'h • _, .. _.. .. ... u, Pe: • urd 

3839) ; 
4 Peraturan Pemerincah Nomor 21. 

Tahun 1988 tentang Pen.:bahan Batas 
Wi 1 ayah Kc-tal1'- dya 'Jae rah T ... r.gka;: 
I I Pekalongan, Kabupacen Daerah 
Tingkac II Pekalongan da~ 
Kat .pa t.e n Da e r a h Tingka:: 1. 

Bar1nc (Lembarnn ~:enara Tahun 198~ 
; ..... , .. -i 2. Ta:nbaha~ i .. emba t·an ~;e :a r I 

~Jomo1 3351); 



MEMUTUSKAN: 

Dengan persetujuan 
O~WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAll 

K.ABUPATEN PEKALONGAN 

• 
I 
I 

Ke cemat an Kerlung·,,run:!. di h" ~ • 1- 
dadap Kabupaten tiae rah Ti:1gk , - I I 
Pek.:ilonga·1 

11 Ker··t·.;sar. Guber:11lr K • u '' ... r 11• 

Tingkat I Jawu Tengah Nome! 
138/101/1984 c.anggal 23 Mei 198-1 
tenLang Pemben~ukan Perwakilan 
Kecamatan Sragi di Pait Kabupa~en 
Daerah Tingkat II Pekalongan; 

12. Peraturan Oaerah Kabupaten 
Pekalongan Nomor e Tahun 2001 
tentang Pembencukan, Kerludukan, 
Tugas Pokok, Fungsi dan Strukt.ur 
Organisasi Perangkat Daer ah 
{Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 
8) ; 

Pe rwa k i.I i n Pembentukan 

tei.c.ari-3 Pembentukan 
Kecamatan Wiradesa di 
Kulon Kabupaten Oaerah 
Pekalongan; 

10. Keputusan Gubernur Kepala Daer i h 
Tingkat I Jawa TPngah Nomo r 
138/100/1984 ta:igga'! 23 Mei i 98; 

Perwakilan 
WonokerLo 

Tingkac I I 
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BAB II 
PEMBENTUKAN 

untuk mengatur dan megurus kepen 
tingan masyarakat setempat berda 
sarkan asal usul dan adat istiadat 
setempat yang d1akui dalam sistem 
Pemer1ntahan dan berada di Daerah 
Kabupaten. 

kesatuan masyarakat 
' mem1l1k1 kewenangan 

Da e r'ar- Perangkat Camat selaku 
Kabupaten; 

e. Camat adalah Kepala Kecamatan; 
f. oesa adalah 

hukum yang 

~la .. ini a • h rnl m r- ur a n 
dimaksud dengan : 
a Daerah adalah Kabupatcn 

Pekalongan; 
b. Pemerintah Daerah adalah 

PemerinLah Kabupaten Pekalongan; 
c Bupati adalah Bupati Pekalongan; 
d. Kecamat.an adalah w1layah kerj a 

Pas-t~ 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PEKALONGAN. 

KECAMATAN K.ARANGDADAP DA.t'\1 
SIWALJi.N KABUPATEN 

WONOKERTO, 
KECAMATAN 

PERA1'URAN DAERAH K.A.BUPA1'EN PEKALONCAN 
TENTANG PEMBENTUKAN KECJI.MATAN 

• 
I 
I 

Menetapkan 
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meliputl 
2.114,177 

(2) Kecamatan Karangdadap 
wilayah kerJa seluas 

( l) Kecamatan Wonokerto mel.iputi 
wilayah kerja seluas 1.599,850 
Ha, dengan batas-batas sebagai 
ber1kut : 

a. Sebelah Utara Laut Jawa; 
I b. Sebelah Timur Kecamatan 

J Tirto; 
c. Sebelah Selatan: Kecamatan 

Wiradesa; 
d. Sebelah Ba rat Kecamatan 

Siwalan 

Pasal 3 

BAB III 
WILAYAH KERJJ.\ 

KJr~ngJada;, cian 
~ i wa l an be r i bu kc ~d 

S.1walan. 

(2) Kecamat.:an Wonokerco oe r i buko: a di 
ue sa Wonokerto Kulon, iCecr1mlit.,,:i 
i<arangdadap be r i bukot;a di Dvs, 

(l) ~engan Peraturan Daerah 1n1 
dibentuk Kecamacan Wono~~~co, 
Kecamatan Karangdaciap, dan 
Kecamatan Siwalan. 

Pasal 2 
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Sragi dan 
Kecamatan 
Bo)ong, 
Kecamatan 
Ulujami 
Kabupaten 
Pemalang. 

d. Sebelah Barat 

I : . 

Laul Jawa, 
Kecamatan 
Wonokerto dan 
Kecamatan 
Wiradesa; 

c Sebelah Selacan: Kecamatan 

sebagai 

a. Sebelah Utara 
b. Sebelah Timur 

dengan baras-batas 
ber1kut : 

I 3, Kecamatan Siwalan mel tput i w i La 
yah kerja seluas 2.596,744 Ha, 

Kecamatan 
Kedungwun1 

D : 
K camnt I 

Talun· • 
d. Sebelah Barat 

b. Sebclah Timur 

Utara Kecamatan 
Bua ran, 
KPcamacan 
Warungaser.i 
Kabupatcr. 
a tar.g; 

c. Scbelah s6l~t,11: K~camatan 

batas-batas sebagai Ha, dengan 
berikuL , 
a. Sebelah 
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(3) Wilayah Kerj~ Kecamatan Siwalan 
terdiri dari 13 Desa, melipuLi : 

Kecamata n Ka rang 
dari 11 Desa, 

(2) W1layah Kerja 
dadap terdir1 
meliputi : 
1. Desa Logandeng; 
2. Desa Jrebengkembang; 
3. Desa Pagumenganmas; 
4. Desa Kal1lembu; 
5. Desa Kal1gawe; 
6. Desa Kedungkebo; 
7. Dcsa Kebonrowopucang; 
8. Desa Pangkah; 
9. Desa Karangdadap; 

10 Desa Kebonsarl; 
11. Desa Pegandon . 

• 

I 

' 

(1) Wi1ayah Kerja KecainaLa11 Wonokerto 
terdiri dari 11 Desa, meliputi : 
1 . De s a Werdi; 
2. Desa Rowoyoso; 
3. Desa Bebe!; 
4. Desa WonoKe~to Wetan; 
5. !Jesa si:::a~l..e; 
6. Desa Pesar.ggrahan; 
7 De s a Pe c a k a r a- .• 
8 nesa Ap t v ap t , 
9. Oesa wonokerto Kulon; 

10. Desa Tratcbang; 
11. Desa Semut. 

Pasal 4 
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Fasilitas, sarana dan pemhiayaan 
pembentukan Kecamatan Wonokert.o, 
Kecamatan Karangdadap dan Kecamatan 

Pasal 6 

• BAB IV 
PEMBIAYAAN 

I 
I 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
I, II dan III dan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dengan 
Peraturan Daerah ini. 

Kerja Kecamatan Wonokerto, 
Karangdadap dan Kecamatan 
sebagaimana dimaksud pada 
digambarkan dengan Peta 

Wllayah 
Kecamatan 
Siwalan 
Pasal 2 

1 . Des a Tunjungsari; 
2. Des a Blimbingwuluh; 
3. Des a .Tengengwetan; 
4. Des a Wonosari; 
5. Des a Me:J asem; 
6 Des a Tengengkulon; 
7. Desa Rembur.; 
8. Dez a Pa1t; 
9. Des a S1walan; 

10. Des a Yosorejo; 
11 Des a Blacanan; 
12. Dcsa cerok; 
13. Desa BoyoLeluk. 

Pasal 5 



10 

(3) Sebelum terbentuknya cabang- 
cabang Dinas pada ketiga Kecama 
tan yang baru maka segala urusan 

• 

pada ketiga Kecamatan sebagaimana 
tersebut pada Pasal 2 dilaksana- . kan pada Kecamatan Wirade- 
sa, Kecamatan Kedungwuni, dan 
Kecamatan Sragi sampai jenis 
jenis pelayanan tersebut dapat 
dilaksanakan pada ketiga 
Kecamatan baru. 

f 

pelayanan tercentu 
dapat dilaksanakan 

(2) Jenis-jenis 
yang belum 

11 S~·mut :"t...i.L\.!!01r. ~·a·::.1:. :..1:. 
I" - p U ~ u S ::I "1 S pa i.. l '/ L :1 1 i J c.l , "/ I n j 
meriqat.u r pelaksanaan peme ri n c a ha n 
Daerah di tingkat Kecamatan masih 
tetap berlaku sepanj ang t i.dak 
bertentangan dengan Peraturan 
Daerah ini dan Peraturan Perun 
dang-undangan yang lebih tinggi. 

Pa sn l 7. 

BAB V 
KF.TENTUAN PERALIHAN 

Siwalan dan dalam Peraturan Oaerah 
lnl menjadi beban Anggaran Pendapalan 
dan BelanJa Daerah Kabupaten 
Pekalongan. 
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b. Kantor Perwak .. lan Kecamatan 
Kedungwuni Di Karangdadap 
menjad1 Kantor Kecamatan 

Kecamatan Kantor 

Perwak i1an Kecamatan 
01 Wonokerto Kulon, 

a. Kantor 
wtradesa 
menJ·adi 
wonokerto 

(1) Dengan dibentuknya ket1ga 
Kecamacan ini maka ketiga Kantor 
Perwakilan Kecamatan. diubah dan 
atau d1tingkatkan statusnya 
menjadl Kantor Kecamatan, dengan 
penyebutan sebagai ber1kut : I . 

Pasal a 

BAB VI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

(4) Jenis-Jenis pelayanan sebagalmana 
dlmaksud pada a ya t, 2) , da n 
p~.., e nt.uk a n Cabang-cabang Din;, 
sebagaimana d Irnak sud padu aya t ( 31 
be se rt.a s a r ana dan pr ... s a r aria 
pend~kur.gnya sudah direallsasika~ 
dalam waktu paliP.g la~bat 2 {dual 
tahun_ sejak Peraturan Daerah lni 
diundangkan. 

Cabang Dinas maslh tetap dilaksa 
nakan oleh Ca bang Dlnas di 
KecamaLan Wlradesa, Kecamatan 
Kedungwun1, dan Kecamatan Sragi 
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Dengan berlakunya Peraturan Daerah 
inl maka semua ketentuan yang 
bertentangan atau tidak sesuai dengan 
Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak 

Pasal 10 
• 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP I 

Peraturan Dae rah in1, sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya diatur 
dengan Keputusan Bupati. 

Peraturan Daerah ini 
yang timbul aklbat 

yang belum diatur dalam 
maupun ha 1- ha 1 
ditetapkannya 

Hal-hal 

Pasal 9 

(2) Segala urusan pemerintahan di 
tingkaL Kecamacan. dan pelayanan 
bagl masya rakac Zp. nduJuk y,,n<J 
be rada d i w i l ya h seba9a1ma:11 
t e r sebuc pa da Pa s a l 3 Peta uran 
Dae rah 1n1 s e La n j u t rrya 
dllak~dnd~an pada ket19a ~antor 
K~c macan sebagaim~nd L~tsebut 
pada ayat (1) Pasal ini. 

Karangdadap; 
c. Kantor Perwakilan Kecamatan 

Sragi Di Pait : men jadi Kantor 
Kecamatan S1walan; 
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SlSMIYADI, SH.CN.MBA. 
Pembina Utama Muda 
NIP 500 033 784 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 
TAHUN 2001 NOMOR 25 

Ttd. 

SEKRETARIS DAERAH 
·KAB.~PATEN PEKALONGAN 

• 

Diundangkan di Kajen 
pada tanggal 7 Juli 2001 

AMAT ANTONO 

Ttd. 

BUPA'I'I PEKALONGAN, 

Disahkan di Pekalongan 
pada tanggal 7 Juli 2001 

Agar set iap orang menqe t an» i nya. 
memerintahkan pertqundanq an Peratu ran 
Daerah 1.nj de nq an pe ne.np a t a nnya da Lam 
Lembaran Da e r a h Kabupater. Pckalonga:~. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 
pada tanggal diundangkan. 

Pasal 11 

berlaku lagi. 
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Dasar Pertimbangan pembentukan ketiga 
Kecamatan tersebut, sesuai Keputusan Menteri 

Bahwa dalam rangka meningkatkan penye 
lenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangu 
nan dan pelayanan masyarakat seca ra berdaya 
guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu 
n:kningkatkan status Perwakilan Kecamatan 
"Wiradesa di Wonokerto Kulon, Perwakilan 
Kecamatan Kedungwuni di Karangdadap dan 
Perwakilan Kecamatan Sragi di Pait 
menjadi Kecamatan definitif . . 

Ba hwa pe rkembanqa n pe .. dud ... .-: dan 
pembangunan di Kecamatan W1radesa, Kecamatar: 
Kedungwuni, dan Kecamatan SrAgi menyebabkan 
meningkatnya fungsi dan peranan Perwakilan 
Kecamatan pada ketiga Kecamatan tersebut yaitu 
Perwakilan Kecamatan Wiradesa di Wonokerto 
Kulon, Perwakilan Kecamatan Kedungwuni di 
Karangdadap dan Perwakilan Kecamatan Sragi di 
Pait 

1. UMUM 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 
NOMOR 13 TAHUN 2001 

TENT ANG 
PEMBENTUKAN KECAMATAN WONOKERTO, 

KECAMATAN KA.RANGDADAP, DAN KECAMATi\N SIWALAN 
KABUPATEN PEKALONGAN 
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Bahwa sesuai Pasal' 66 ayat (6) Undang 
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerinta 
han Daerah, maka pembentukan ketiga Kecamatan 
tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan 

Bahwa berdasarkan asp1rasi warga Perwa 
kilan Kecamatan Sragi di Pa it yang diwakil i 
oleh LMD dan Kepala D~sa karena letak Kantor 
Perwakilan Kecamatan Sragi di , Pait yang 
selanjutnya menjadi Kantor Kecamatan berlokasi 

1di Desa Siwalan dan Ibu Kota Kecamatan j uga 
i "be r ada di Desa Siwalan, serta guna mendukung 
harapan yang lebih baik di mas~ mendatang maka 
nama Kecamatan menjadi Kecamatan Siwalan. 

Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedo 
ma0 Pembentukan Kecamatar, ketiga Perwakilan 
Kecamatan tersebut telah memenuhi kriteria 
untuk pembentukan suatu Kecamatan, baik da r a 
segi luas wilayah, jumlah penduduk maupun 
jumlah Desa. Perwakilan Kecamatan Wiradesa di 
Wonokerto Kulon dengan jumlah penduduk 39.94~ 
j i w r , Lua s w i Lrvah 1.599,850 ha, dar j urn l a h 
Desa 11 ( s ebe La s l . Pe rw .. kilan Kecamatan Kedung 
wun i di Karangdadap dcriqan j um l a h p=n Iudu k 
JU.164 j rwa , luas w.i Laya n 2.114,l"/7 ha., dari 
Jumlah DPsa 11 (sebelas). Pe1wak1lan Kecamata~ 
Sragi di Pait {Siwalan) dengan jumlah penduduk 
41.726 jiwa, luas wilayah 2.596,744 ha., dar. 
jumlah Desa 13 (t1ga bclas). ALas dasar per 
timbangan tersebut maka ketiga Perwakilan 
Kecamatan tersebut sudah selayaknya diLingkat 
kan menjad1 Kecamatan. 
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' - pelayanan Nikah, Talak, Cerai dan 
·' • Rujuk yang kewenangannya dilak- 

sanakan oleh Kantor Urusan Agama. 
Pasal 8 

CUkup jelas 
Pasal 9 

Olk up jelas 
Pasal 10 

Yang dimaksud J"enis-:Jenis pe l ayanan 
tertentu pada ayat 1ni ~<talah jenis 
pelayanan yang dilaksanakan oleh Instan 
si Vertikal, antara lain : 
- pelayanan kepolisian/keamanan yang 
kewenangannya dl.laksanakan oleh Kora 
mil atau Polsek (misal: pembuatan 
SKKB, dll); 

-- 

Daerah. 

II. PA SAL DEMI PASAL 
Pas al 1 

Cukup jelas 
Pas al 2 

Cukup ]"elas 
Pasal 3 

Cukup J e l a s 
Pa sal 4 

Cukup jelas 
!:'a sa l s 

r·ukup jclas 
Pasal 6 

Cukup jelas 
Pasal 7 

Ayat (2) 
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• 
I , 

---000()()--- 

CUkup jelas 
Pasal 11 

Cukup jelas 

- -- 


